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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi kemiskinan di wilayah 
perbatasan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada kondisi kemiskinan yang masih 
tinggi di Kabupaten Nunukan, yang merupakan daerah perbatasan yang berbatasan 
langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 
tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan mencapai 6,79%, yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,73% (BPS, 2022). 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan 
pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi yang 
lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di wilayah perbatasan, serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat setempat. 

 
Kata Kunci: Strategi, Kemiskinan, Pemerintah Daerah, Nunukan, Wilayah Perbatasan. 

Abstract 

This study aims to analyze the strategies implemented by the Local Government of Nunukan 
Regency in addressing poverty in border areas. The background of this research focuses on the 
persistent high poverty rate in Nunukan Regency, which directly borders the neighboring country, 
Malaysia. According to data from the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2022, the poverty rate in 
Nunukan Regency reached 14.5%, which is higher than the provincial average of North Kalimantan at 
8.7% (BPS, 2022). The research employs a qualitative approach by collecting data through in-depth 
interviews, observations, and document analysis related to local government policies. This study is 
expected to provide recommendations for more effective strategies to reduce poverty in border areas and 
to improve the welfare of local communities. 

Keywords: Local Government Strategy, Poverty Alleviation, Border Area, Nunukan Regency, 
Qualitative Approach.. 
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PENDAHULUAN  
Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi tantangan pembangunan yang kompleks, 

terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kabupaten Nunukan di Provinsi 

Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki karakteristik unik 

karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagai daerah gerbang negara, Nunukan 

tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi domestik, tetapi juga kerentanan sosial dan 

politik yang melekat pada wilayah perbatasan. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan menunjukkan dinamika 

kemiskinan yang fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Meskipun sempat terjadi penurunan 

signifikan dari 9,51% pada tahun 2013 menjadi 5,25% pada tahun 2016, angka ini kembali 

menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2017 (6,22%) hingga mencapai 6,79% pada tahun 

2021. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di wilayah 

perbatasan masih bersifat rapuh dan sangat dipengaruhi oleh guncangan eksternal, seperti 

pandemi COVID-19, serta masalah struktural yang belum terselesaikan. 

Persoalan kemiskinan di Kabupaten Nunukan bersifat multidimensional, yang 

mencakup keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, hingga faktor sosial-budaya. Secara 

geografis, banyak wilayah di Nunukan yang sulit dijangkau, mengakibatkan 

ketidakmerataan distribusi bantuan sosial dan program pemerintah (Bele et al., 2021). 

Kurangnya konektivitas antar-desa menghambat mobilitas masyarakat untuk mengakses 

layanan kesehatan dasar dan pelatihan keterampilan yang esensial bagi peningkatan kualitas 

hidup. 

Selain kendala fisik, dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan 

krusial. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan dan terbatasnya fasilitas sekolah di 

daerah terpencil menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Hal ini diperparah oleh 

resistensi budaya sebagian masyarakat terhadap pendidikan formal yang masih 

mengandalkan keterampilan turun-temurun. Tanpa intervensi yang menyasar perubahan 

pola pikir dan peningkatan akses pendidikan, masyarakat perbatasan akan terus tertinggal 

dalam persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. 

Mengingat kompleksitas tersebut, strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Nunukan tidak dapat hanya bertumpu pada bantuan ekonomi jangka pendek. Diperlukan 

pendekatan yang holistik dan inklusif yang mengintegrasikan aspek pembangunan 

infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, dan transformasi pendidikan berbasis 

partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi efektif 

yang mampu mensinergikan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 

dalam rangka menciptakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah 

perbatasan. 

METODOLOGI 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi yang mendalam mengenai strategi 
pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, khususnya di Kabupaten Nunukan yang 
merupakan wilayah perbatasan. Menurut Hafsiah Yakin (2023), penelitian kualitatif 
berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat 
deskriptif dan analitik. pada Kabupaten Nunukan, yang terletak di provinsi Kalimantan 
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Utara. Kabupaten ini merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan 
Malaysia, sehingga memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. 

 
Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan 

mempertimbangkan keterlibatan dan kapasitas informan dalam memberikan informasi 
yang relevan terkait strategi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi 
kemiskinan di wilayah perbatasan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Efektivitas Program - Program Pemerintah yang Telah Dilaksanakan dalam 
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah 
menerapkan berbagai strategi terintegrasi dalam upaya mengatasi kemiskinan di wilayah 
perbatasan. Strategi tersebut mencakup program pemberdayaan masyarakat, peningkatan 
akses pendidikan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan layanan kesehatan. Pada 
aspek pemberdayaan masyarakat, pemerintah berfokus pada peningkatan kapasitas dan 
keterampilan warga melalui pelatihan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM), serta pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Pendekatan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.. 

Di sektor pendidikan, langkah yang diambil antara lain adalah peningkatan sarana 
dan prasarana sekolah, pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, 
serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda di 
wilayah perbatasan memiliki akses pendidikan yang memadai, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Untuk sektor infrastruktur, 
pemerintah membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, jaringan listrik, serta fasilitas 
air bersih di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur yang memadai diyakini dapat 
meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta 
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.  

Tantangan aksesibilitas terhadap layanan dasar di Kabupaten Nunukan merupakan 
isu kompleks yang memerlukan perhatian serius. Meskipun berbagai upaya telah 
dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, masih banyak masyarakat di 
daerah terpencil yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang 
tersedia. Data dan statistik menunjukkan bahwa faktor geografis, infrastruktur yang tidak 
memadai, serta kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas menjadi penyebab utama dari 
masalah ini. 

Penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program-program 
yang ada agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sinergi antara 
berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan 
untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan infrastruktur, 
pelatihan tenaga medis dan pengajar, serta sosialisasi yang lebih baik mengenai program-
program yang ada menjadi langkah-langkah penting yang perlu diambil. 

Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, 
aksesibilitas terhadap layanan dasar di Kabupaten Nunukan dapat ditingkatkan, sehingga 
masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Ini adalah 
langkah penting menuju pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan 
infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung program-program yang telah ada. 
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Tantangan yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Strategi 
Penanggulangan Kemiskina 

 Berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama 
adalah keterbatasan akses layanan kesehatan yang membuat masyarakat sulit 
mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Hal ini diperparah oleh minimnya tenaga 
medis yang tersedia, sehingga pelayanan kesehatan sering kali tidak optimal.Selain itu, 
kondisi infrastruktur yang belum memadai serta letak geografis yang sulit dijangkau 
menjadi hambatan besar dalam distribusi layanan dan pelaksanaan program 
pembangunan. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang membatasi cakupan dan 
kualitas program yang dapat dilaksanakan.Tidak kalah penting adalah kendala 
komunikasi, dimana jaringan telekomunikasi yang lemah menghambat koordinasi antar 
pihak terkait serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Ditambah lagi, kurangnya 
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mengakibatkan rendahnya 
partisipasi dan penerimaan program-program yang dijalankan. 

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan Kabupaten 
Nunukan menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Pertama, keterbatasan 
konektivitas dan akses jalan antar desa menjadi hambatan utama dalam distribusi bantuan 
dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Kondisi ini menghambat mobilitas 
sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat.Kedua, masih terdapat ketergantungan 
masyarakat terhadap bantuan langsung tunai, yang berpotensi mengurangi inisiatif dan 
kemandirian dalam mengembangkan ekonomi lokal. Ketiga, rendahnya kapasitas 
manajerial pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) turut menjadi tantangan dalam 
mengoptimalkan peran BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa. Keempat, 
kurangnya pemanfaatan data mikro secara optimal dalam perencanaan pembangunan desa 
menyebabkan kurang tepatnya sasaran program dan intervensi yang dilakukan. Terakhir, 
tantangan keberlanjutan program setelah masa intervensi menjadi isu penting, dimana 
kurangnya dukungan berkelanjutan dapat mengakibatkan program gagal memberikan 
dampak jangka panjang. 

Peran Lembaga-Lembaga Lokal dan Organisasi Non-Pemerintah   dalam 
Mendukung Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan. 

Peran lembaga-lembaga lokal dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung 
upaya pemerintah daerah mengatasi kemiskinan di Kabupaten Nunukan sangat signifikan, 
terutama dalam konteks wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis, sosial, 
dan ekonomi tersendiri. Lembaga lokal, baik yang berbasis komunitas, keagamaan, 
maupun adat, berfungsi sebagai ujung tombak dalam menjembatani komunikasi antara 
pemerintah dan masyarakat. Mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi 
sosial budaya setempat, sehingga mampu memastikan program penanggulangan 
kemiskinan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Organisasi non-pemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
yayasan, dan mitra pembangunan internasional, berkontribusi melalui program 
pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, advokasi kebijakan, 
hingga penyediaan layanan dasar alternatif di bidang kesehatan, pendidikan, dan 
perlindungan sosial. Dukungan yang mereka berikan tidak hanya berupa bantuan 
langsung, tetapi juga pendampingan berkelanjutan yang mendorong kemandirian 
masyarakat miskin. 

Kolaborasi antara lembaga lokal, dan pemerintah daerah menciptakan sinergi yang 
memperkuat efektivitas strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah memperoleh 
dukungan sumber daya tambahan, inovasi program, serta jaringan kerja yang lebih luas, 
sementara lembaga mitra mendapatkan legitimasi dan dukungan kebijakan untuk 
memperluas jangkauan intervensi. Dengan pendekatan kolaboratif ini, penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan secara lebih partisipatif, 
berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika lokal. 
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Pembahasan 
Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nunukan menunjukkan 

pendekatan yang bersifat multidimensi dengan mengintegrasikan intervensi sektor 
kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan desa. Efektivitas program ini terlihat 
dari keberhasilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam 
mengonversi kebijakan menjadi layanan riil. Di sektor kesehatan dan pendidikan, fokus 
pada aksesibilitas layanan dasar di wilayah terpencil menjadi kunci dalam mengurangi 
beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan 
antargenerasi. Hal ini sejalan dengan temuan Gusti et al. (2020) yang menegaskan bahwa 
pengelolaan sumber daya lokal, termasuk optimalisasi Dana Desa secara pro-poor, 
merupakan instrumen krusial dalam memperkuat infrastruktur dasar dan pemberdayaan 
ekonomi di tingkat akar rumput. Di Nunukan, transformasi status desa dan penguatan 
BUMDes menjadi indikator keberhasilan intervensi ekonomi yang berbasis pada 
kemandirian lokal. 

Namun, efektivitas program tersebut berhadapan dengan tantangan struktural yang 
kompleks, terutama yang berakar pada karakteristik geografis wilayah perbatasan. 
Kendala aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi tidak hanya 
menghambat distribusi bantuan, tetapi juga menciptakan disparitas kualitas sumber daya 
manusia (SDM) dan layanan publik antarwilayah. Masalah data kemiskinan yang belum 
sepenuhnya akurat serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan teknis yang 
mengurangi presisi sasaran program. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun 
komitmen anggaran tersedia, hambatan fisik dan manajerial seringkali menjadi bottleneck 
yang memperlambat laju penurunan angka kemiskinan. Ketergantungan masyarakat 
pada bantuan tunai juga mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar 
perlindungan sosial menuju pemberdayaan yang berkelanjutan. 

Dalam konteks tersebut, peran lembaga lokal dan organisasi non-pemerintah muncul 
sebagai katalisator yang mengisi celah birokrasi pemerintah. Kekuatan lembaga lokal 
terletak pada modal sosial dan kedekatan emosional dengan masyarakat, yang 
memungkinkan intervensi menjadi lebih partisipatif dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas 
sektor ini menciptakan ekosistem pengentasan kemiskinan yang lebih adaptif, di mana 
pemerintah daerah menyediakan kerangka kebijakan dan anggaran, sementara organisasi 
non-pemerintah memberikan inovasi pendampingan dan advokasi. Secara keseluruhan, 
keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nunukan sangat bergantung 
pada integrasi data mikro yang akurat dan penguatan konektivitas wilayah, guna 
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial dapat menjangkau seluruh 
lapisan masyarakat secara inklusif. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dari itu peneliti membuat 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program yang dijalankan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas 
Sosial, dan Dinas Pendidikan telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan 
di Kabupaten Nunukan, khususnya pada wilayah yang memiliki akses layanan 
memadai. Intervensi di bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa, 
perlindungan sosial, dan pendidikan terbukti memberikan dampak positif, meskipun 
efektivitasnya masih terbatas di wilayah terpencil. 

2. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses ke daerah perbatasan, 
distribusi SDM yang belum merata, keterbatasan anggaran, dan validitas data kemiskinan 
yang perlu diperbaiki. Koordinasi antar-OPD serta sinkronisasi program lintas level 
pemerintahan masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menghindari tumpang tindih 
dan meningkatkan efisiensi sumber daya. 



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI 
WILAYAH PERBATASAN 

236 | J.SSE [2026], Vol 5 (2), ISSN (online) : 2829-9434 
 

3. Lembaga lokal dan ORNOP berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam 
mendukung pengentasan kemiskinan, baik melalui pendampingan, pemberdayaan 
ekonomi, advokasi, maupun penyediaan layanan alternatif. Sinergi ini memperluas 
cakupan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat 
keberlanjutan hasil intervensi. 
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